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PERATURAN DAERAH

KABLIPATEN KOLAKA UTARA

NOMOR 4 TAHUN 2O1O

TENTANG

RETRIBUSI RUMAI.! POTONG HEWAN

Diterbitkan Oleh :

Bagian Hukum Sekretariat Daerah
Kabupaten Kolaka Utara
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PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2O1O

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOL.AKA UTARA,

Menimbang : a' bahwa dalam rangka memberikan pertindungan pada masyarakat makakegiatan yang berhubungan dengan ternak/heivan perlu diatur oleh karenaitu kegiatan pemotongan ternauiewan oiarantan' ag", tidak menimbulkandampak negatif terhadlp lingkungan dan masy"rif,at;

b' bahwa tempaurumah potong hewan yang disediakan oleh pemerintah
19?]"n jasa sehingga. dapat 

-oipungut 
retriu-usi sebagai satah satu sumberPAD sebagaimana diatui dalam Jndang-unoang Nomor 2g rahun 2o0gtentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerih; 

-'-"s

c' bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlumenetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentanl CetribusiRumah Potong Hewan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1g67 tentang Ketentuan pokok peternakan
dan kesehatan Hewan (Lembaga Negara rafunlgoz Noror 10 TambahanLembaran Negara Nomor 2g2a);

2' Undang-Undang Nomor 29 tahun 2003 tentang pembentukan KabupatenBombana, Kabupaten wakatobi dan Kabupatei Kolaka Utara di propinsi
sulawesi renggara (Lembaran Negara nbpuotk lndonesia Tahun 2003Nomor 144, Tambahan Lembaran l',lJgara R"'ilbiik lndonesia Nomor 4339);

3' Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2OO4 tentang pembentukan peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara nepuOjik lndonesia Tahun zoo4
Nomor 53, Tambahan Lembaran NegJra nepriuiii indonesia Nomor 43gg);

4' Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2oo4 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2OO4 Nomor t2S,Tai'ahan
Lembaran Negara Repubrik rndonesia Nomor 4437) seoajaiman. t"r"t
!'_r!.h beberapa kari terakhir dengan undang-Undang Norior ti-Tanun
?998 tentang perubahan Kedua a'ias und"ni-uno"n! Nomor 3i Tahun2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negrri n"prblik lndonesia Tahun2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Nelara Reiublik lndonesia Nomor4844);

5' Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuanganantara Pemerintah pusat dan pemerintah Dierah (temiaran--ltlg"r"
Republik lndonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan Lembaran N"gr'Republik lndonesia Nomor 4439);

6' Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20og tentang Pajak Daerah dan RetribusiDaerah (Lembaran Ne.gara Republik lndones-ia i"nrn 2O0g Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 504g);



7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 140
TambahanLembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5059);

8. Peratutan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah.(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia 4741);

l0.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik
Pegawai Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata cara Pemungutan Retribusi Daerah;

l2.Keputusan Menteri Dalam Negeri 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata
Cara pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOLAK,A UTARA

dan
BUPATI KOLAKA UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAI<A UTARA TENTANG RETRIBUSI
RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.

6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan
barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.

7. Retribusi Daerah adalah selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai
pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau
diberikan oleh pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan,

8. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditujuk oleh
Bupati.



9. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang diselanjutnya disingkat SKRD adalah surat
keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.

10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah kurang bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah
surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah kekurangan pembayaran jumlah Kredit
Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan
jumlah yang masih harus dibayar.

11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKRD KBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang
telah ditetapkan.

12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat administratif
biaya atau denda.

13. Badan adalah Suatu Bentuk Badan Usaha yang meliputi Perseroan terbatas, Perseroan
Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama atau bentuk apapun,
Persekutr,ran, Perkumpulan, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenisnya,
Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha Lainnya.

14. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPORD adalah surat
yang dipergunakan oleh wajib Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi
yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.

15. Ternak adalah semua hewan yang hidup dan berkembang biak dipelihara oleh manusia
serta memberi manfaat sebesar-besarnya kepada manusia.

16. Tempat Pemotongan Hewan yang selanjut disingkat TPH adalah Rumah Potong Hewan
yang siapkan oleh Pemerintah Daerah.

17. Pemeriksaan Ternak adalah pemeriksaan kesehatan ternak sebelum dan sesudah dipotong
di Kabupaten Kolaka Utara.

18. Produksiternak adalah hasil dari ternak yang berguna dan bermanfaat bagi manusia.

19. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala usaha yang berhubung dengan hewan dan
bahan asal hewan yang berasal dari hewan secara langsung atau tidak langsung
mempengaruhi kesehatan manusia.

20. Kartu Ternak adalah surat tanda bukti kepemilikan ternak.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi atas pelayanan tempat
rumah/potong hewan dan pemeriksaan kesehatan ternak

Pasal 3

(1) Obyek Retribusi RPH adalah pelayanan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan
Ternak termasuk pelayanan rumah kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(2) Dikecualikan oleh obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
penyediaan fasilitas RPH yang disediakan, yang dimiliki dan/atau
BUMD, dan Pihak Swasta.

(1) adalah pelayanan
dikelola oleh BUMN,



Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan /menikmati fasilitas
rumah potong hewan.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi lzin Rumah Potong Hewan termasuk Retribusi Jasa Usaha.

BAB IV
TATA CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat pengEunaan jasa Retribusi Rumah Potong Hewan diukur berdasarkan jumlah dan jenis
jasa pelayanan dan pemeriksaan hewan/ternak.

BAB V
PRINSIP DAN DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 7

Prinsip dan sasaran cialam penetapan besarnya tarif Retribusi RPH/tempat potong ternak
didasarkan pada tujuan memperoleh keruntungan yang layak.

Pasal 8

(1) Struktur besarnya retribusi untuk pengusaha sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Tarif ( Rp ) Keterangan

1.

2.

3.

Pemeriksaan Ternak:
a. Sapi/Kuda
b. Kerbau
c. Kambing / Domba
d. Babi.
e. Unggas
Pemotongan Ternak / HEwan :

a. Sapi, Kerbau dan Kuda
b. Kambing, Domba dan Babi

Kartu Ternak

Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 500,-/ekor

Rp. 150.000,-/ekor
Rp. 50.000,-/ekor

Rp. 5.000,-/ekor

(2) Struktur besarnya retribusi untuk masyarakat umum sebagai berikut :

No Jenis Pelayanan Tarif ( Rp ) Keterangan
1

2

3

Pemeriksaan Ternak:
a. Sapi/Kuda
b. Kerbau
c. Kambing / Domba
d. Unggas
Pemotongan Ternak / Hewan :

a. Sapi, Kerbau dan Kuda
b. Kambing, Domba dan Babi

Kartu Ternak

Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 30.000,-/ekor
Rp. 500,-/ekor

75.000,-/ekor
25.000,-/ekor

5.000,-/ekor

Rp.
Rp.

Rp.



(1)

(2)

BAB VI
TARIF

Pasal 9

(1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) Tahun sekali.

(2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

(3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2\ ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi dipungut di Wilayah Kabupaten Kolaka utara

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
karcis, kupon, dan kartu iangganan.

(3) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar
dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari
besarnya retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan
menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal '13

(1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang
terhutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terhutang;

(2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, Surat Keputusan Pembentulan, Surat Keputusan
Keberatan dan Putusan Banding yang rnenyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar
bertambah, harus dilunasi dalarn jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal
d iterbitkan nya tersebut d iatas;

(3) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda
pembayaran Retribusi dengan dikenakan bunga sebesar 2 o/o (dua persen) setiap bulan;



(4) Tata ca3 pembayaran tempat pembayaran, penundaan pembayaran Retribusi diaturdengan peraturan Bupati.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN

pasal 14

(1) Retribusi y3n9 terhutang berdasarkan q5RD, sKRDKB, sKRDKBT, STRD, SuratKeputusan Keberatan oai Keputusan aanding v"ng iio"[!t", kurang bayar oteh wajibRetribusi pada waktunya dapat ditagih o"ng"n surat paksa;

(2) Penagihan Retribusi dengan surart Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB XII
KEDALUWARSA

Pasal 15

(1) Hak untuk.melakukan penagihan retribusi Daerah menjadi kedaluwarsa setelah melampauiwaktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat ielutangnya retriuusi Daerah, i""r"ri jika wajibretribusi Daerah melakukan tinOat-pidana bidang retribusi Daerah.

(2) Kedaluwarsa penagihan retribusi daerah tertangguh jika:

a. diterbitkan surat teguran; atau
b' ada pengakuan utang retribusi daerah dari wajib retribusi daerah, baik langsung maupuntidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a,kedaluwarsa penagihan dihitung sejak r"ngg"iditerimanya surat reguran tersebut.

(4) Pengakuan utang retribusi Daerah. secara langsung adalah wajib retribusi Daerah dengankesadarannya menyatakan masih r"rpuiyai utang retiiousi daerah dan belummelunasinya kepada pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan utang retribusi Daerah secara tidak langsung dapat diketahui dari pengajuanperrnohonan angsuran atau penundaan pembayarin a""rtiemohonan keberatan olehWajib Retribusi Daerah.

rArA cARA PENGHAPUSAN F't?i^l'f RErRrBUsr KEDALUWARsA

Pasal 16

(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihansudah kedaluwarsa dapat dihapuslan.

(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan utang piutang yang sudah kedaluwarsasebagaimana di maksud ayat (1).

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan peraturanBupati.

BAB XIV
PENGAWASAN

Pasal 17

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan berdasarkan peraturan
Perundang-undangan.



BAB XV
INSENTIF PEMUNGUTAN DAN PENINJAUAN TARIF

Pasal 18

(1) lnstansi yang melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi dapat diberi insentif atas dasar
pencapaian kenirja tertentu

(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melaluiAPBD

(3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

selanjutnya diatur dengan peraturan Bupati.

BAB XVI
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 19

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan pemerintah Daerah diberi wewenang
Khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi
Daerah.

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :

a. menerima, mencari,mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan
dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan
tentang kebenaran perbuatan yang dilakuan sehubungan dengan tindak pidana
Retribusi Daerah;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;

d. memeriksa Buku-buku, Catatan-catatan, dan Dokumen-dokumen lain berkenan dengan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta melakukan penyitaan terhadap bukti

tersebut;
e. melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti serta pembukuan, pencatatan

dan Dokunnen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buktitersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidik tindak pidana

dibidang Retribusi Daerah;
g. menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat

pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen
yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

h. memotret seseorang yang diberikan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau

saksi;
menghentikan Penyidik; dan
melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidik tindak pidana dibidang
Retribusi Daerah menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini memberitahukan dimulainya
penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya Kepada Penuntut Umum, sesuai

dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

Acara Pidana.

BAB XVII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah

diancam pidana kuiungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga)

kalijumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

J.

k.



BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang mengenai

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati'

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

d6ngan penempaiannya dalarnlembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara'
Peraturan Daerah ini

Diundangkan di Lasusua
pada tan9.s_11 .J

" 
',rA.arvrln dKn

'' h-'.,-::-'::i'

Ditetapkan di lasusua
paoa ianggat g ,Agrsrl"s 2o1o

UTARA,

2AA

KABUPATEN KOLAKA UTARA,

LEffitAHA'tloirnnH KABUnATEN KoLAKA urARA 2010 NoMoR +


